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Hak Asasi Manusia yang telah manjadi komitmen pemerintah untuk dihormati, dipenuhi, dimajukan dan
dilindungi guna mewujudkan masyarakat Indonesiayang adil dan sejahtera, pel aksanaannya memerlukan
mekanisme kerja yang melibatkan semua elemen dalam bentuk Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
(RANHAM). Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia merupakan panduan dan rencana umum untuk
meningkatkan penghormatan, pernenuhan, pemajuan dan perlindungan HAM. Kekurangberhasilan
RANHAM I tahun 1998-2003 yang antara lain dibebabkan oleh tidak adanya kepanitiaan didaerah telah
disempurnakan dengan RANHAM lanjutan tahun 2004-2009. K epanitiaan tingkat Nasional RANHAM
tahun 2004-2009 yang dibentuk dengan Keppres No0.40 tahun 2004 pada 11 Mei 2004, telah ditindaklanjuti
dengan pembentukan kepanitiaan pel aksanaan didaerah padatingkat Provinsi dan seluruh Kab/Kota di
Provinsi Banten pada tahun 2005. Masing-masing panitia pelaksana di daerah telah dibekali dengan 5 (lima)
tugas pokok yang meliputi: 1. Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM, 2. Persiapan
harmonisasi peraturan daerah, 3. Diseminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia, 4, Penerapan norma dan
standar Hak Asasi Manusia, dan 5. Pemantauan, evaluas dan pelaporan. Pelaksanaan kegiatan di daerah
baik oleh panitia Provinsi maupun panitia K abupaten/K ota dibebankan pembiayaannya kepada masing-
masing daerah (pasal 6 ayat 3 Keppres). Adapun pemerintah daerah dalam melakukan pembiayaan suatu
kegiatan didasarkan pada tugas dan fungsi dari satuan kerja maing-masing. Pada Pemerintah Daerah
provinsi tugas dan fungsi tersebut telah terdapat pada Bagian Hukum dan HAM, yaitu jabatan eselon 111
dibawah Biro Hukum, Berdasarkan struktur yang ada tersebut usulan anggaran biaya yang digjukan untuk
kegiatan HAM di tingkat Provinsi telah disetujui pengal okasiaannya pada tahun 2005-2006. Tetapi seluruh
pemerintah kabupaten/kota dalam Provinsi Banten belum memiliki uraian tugas dan fungs dibidang HAM,
namun pel aksanaan tugasnya berada pada Bagian Hukum masing-masing. Ketiadaan uraian tugas mengenai
HAM tersebut menjadi kendala besar dalam mencari dasar pengal okasian dana kegiatan di bidang HAM.
Sehingga dari 6 (enam) kabupaten/kota baru 1 (satu) kabupaten yang telah dapat menyediakan anggaran
untuk kegiatan RANHAM yaitu Kab. Tangerang. Keberhasilan Kab. Tangerang tersebut |ebih ditentukan
oleh wawasan dan pemahaman pejabat Bagian Hukum di bidang HAM sehingga mmpu meyakinkan para
penentu kebijakan untuk mendukung kegiatan RANHAM melalui pengal okasian biaya. Kanwil Dep.
Hukum dan HAM Banten sebagai instansi tingkat vertikal yang secara kelembagaan bertanggungjawab di
bidang Hukum dan HAM menjadi tumpuan dari masing-masing Kab/K ota baik dalam pembiayaan maupun
dalam melakukan memobilisasi pelaksanaan program RANHAM di daerah. Padahal uraian jabatan yang
didukung tugas dan fungsi di bidang HAM juga baru ada pada tahun 2005, sedang anggaran yang sangat
terbatas baru tersedia pada tahun 2006. Melalui penulisan tesis yang berjudul "Implementasi Rencana Aksi
Nasional Hak Asasi Manusiadi Daerah” ini, kiranya dapat menjadi gambaran bahwa keberhasilan
pelaksanaan RANHAM di daerah masih membutuhkan kerja keras yang saling bersinergi dari para
pemegang kebijakan untuk membuat dasar pijakan yang lebih kuat bagi para pelaksana di |apangan.
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